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KakI, FRESIL4ck RIPUBLIE INDONESIA

Menimbang : o. bohwa berhubung dipindshkannja RH.SOEGIARTO S.H., Duta Besar Luar
Binsa dan Berkuasa Pesnuh Republik Indonesia pada Femerintah Repu-
blik Turki berkedudukan di ANKARA, ke DJAKARTA, dianggap perlu me
ngangkat secrang penrrantinjaj

be babwa MOHAMMAD ISKANDAR ISHAQ, Perdjabat-dinas-luar-negeri kelas
2 {F.0.F.N.-196]1 Colongan Ff?’ pada Departemen Luar Negerl, meme-
nuhi sjarat-gjarat untuk pensangkatan tersebut }

Mengingat 3 Undang-undang lo.21 t zhun 1952 {Lembaran Negara tahun 1952 Ko.58};

Mendengar : Menteri Luzr Negerl Hepublik Indonesia.
. MEMUTUS K&l s
Menetapkani
Terhitung nulzi tangpal keberanpkatan keposnja Jantsm baru menganckat

sebagai Duta Besar Luar Biasa den Berkuasa Penuh Republik Imdonesia pada Pemerin
tah Hepublik Turki berkeducukan di ANWARA,

HOHAMIMAD TOHANDAR ISHAY

Pend Jabat~dinas-lugr-negeri kelas 2 (P.G.F.N.196) Golongan F/V) pada Departemen
Tuar Negeri;

dengan tjatatar, bahwa i

ar segala sesuatu jans bLerhubungen dencan pengangkaton ini di gtur den ditetapkan
" lebih landjut oleh Menbzri Luar Koperij

- bs segala sesuatu akan diutzh dan diperhituncgkan sebagaimana mestinja, apabila
dikemudian hari ternjota terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini,

SA'AH surat kepubusen ind dikirimkan untuk diketzhui kepada:

1. 3Semua Departemen,

2. Gekretarist Dawan Perwakilan RekJat Gotong Rojong,

3. Sekretariat Madjelis Permusjswaratan Rak jat Sementara,
4o Ketua Presidium Kabinet,

5+ Departemen Kevancan,

6. Direktorat FPerdjalanan Neseri,

7e Direktorium Biro Lalu lintas Devisa,

&, Badan Pemeriksa Keuanran Pusat di Bogor,

Y. Kantor Pusat Perbendsharasn Nepara di DJjakarta,

10. Kantor Urusan Pepawgi di Djakarta,

1l. Biro Tata Usaha Kepepawaian {Mekanisasi} K.U.P. d1 Jogjakarta,
12, Departeman Luar Neperd

13. Kedutaan Besar Republik Inlonesia di ANKARA,

FETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada Jarng berkepentirgan untuk diketa=
hui dan dipergunakanr sebopaimana mestiniaae

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Pebruari 1967,
7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A,

Mw R

SULARNO.



